BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapal visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategik dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2013-2018 tersebut.
6.1.  Strategi
Memperhatikan visi RPJM Nasional yang berkeinginan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan dan visi RPJPD Provinsi Bali 2005-2025, yang ingin mewujudkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana, maka arah dan agenda pembangunan nasional dan pembangunan provinsi mengandung muatan atas pentingnya pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan wilayah, pembangunan sosial-budaya, dan pembangunan pemerintahan.

Berkenaan dengan pembangunan daerah, telah digariskan bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan nasional (RPJMN 2010-2014). Dalam pada itu, pandangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah bahwa visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan misi pembangunan daerah adalah: (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; (3) pemerataan antar daerah; (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk pengembangan diri, meningkatkan akses informasi kepada masyarakat dengan memberi hak informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya; serta (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah.

Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas, Provinsi Bali secara umum memiliki kesamaan dengan arah pembangunan daerah yang digariskan oleh pemerintah pusat, dan bila dijabarkan lebih rinci sesuai karakteristik daerah akan ditekankan pada aspek-aspek: (1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif provinsi; (2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi; (3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional; (4) perbaikan lingkungan hidup; dan (5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat, bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah. Dalam hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai tambah. Melalui parameter tersebut, dapat diketahui indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, dan bagaimana strategi tersebut harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Strategi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini.

A. Strategi dalam Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern (Misi 1) adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Mengimplementasikan Sistem Pendidikan Disesuaikan dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada tujuan misi pertama.

Suatu perbaikan sistem memerlukan perencanaan yang holistik terhadap seluruh pelaku sistem, baik aspek manajemen (organisasi, prosedur, dan pengendalian), aparatur (tenaga pendidik dan kependidikari), sarana dan prasarana, faktor penunjang lain bagi peserta didik, dan infrastruktur pendidikan, dan komponen lainnya. Suatu perbaikan sistem diharapkan dapat mengefisiensikan biaya dan mengefektifkan tujuan sistem pendidikan antara lain menghasilkan siswa yang bermutu dan sesuai kriteria. Sementara itu, sistem pendidikan yang telah diperbaiki, khususnya pendidikan dasar, ditindaklanjuti dengan agenda pembangunan untuk memenuhi syarat aksesibilitas; baik secara geografis maupun teraksesnya pendidikan dasar oleh masyarakat ekonomi lemah.
2. Mengembangkan Upaya-upaya Preventif, Promotif, Kuratif yang Seimbang dan Berkesinambungan dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada tujuan misi pertama.

Target urusan kesehatan di masa lalu masih perlu peningkatan antara lain juga untuk memenuhi target MDGs (bidang kesehatan) dan Indonesia Sehat yang belum tercapai dimasa lalu. Langkah mendasar strategi ini adalah antara lain peningkatan kapasitas kinerja tenaga kesehatan hingga perbaikan infrastruktur kesehatan untuk mempercepat penjaminan kesehatan masyarakat Bali secara merata.
3. Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan 

Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada tujuan misi pertama.

Peran wanita dalam pembangunan perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pembangunan di Bali. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya melakukan advokasi untuk mengurangi stigma dan diskrimininasi pada perempuan Bali sehingga perempuan Bali memiliki kesetaraan gender disegala bidang pembangunan di Bali.
4. Meningkatkan Peran Lembaga Adat dalam Mengembangkan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan  pada tujuan misi pertama.

Pada dasarnya strategi ini berupaya untuk melindungi dan melestarikan budaya adat Bali sebagai roh dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang. Pelestarian budaya adat Bali secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pula pada pelestarian pariwisata di Bali sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di Bali. 

Pembangunan ekonomi yang sangat pesat di Bali, merupakan salah satu keberhasilan masyarakat Bali dalam mempertahankan sendi-sendi budaya lokal. Pemerintah daerah akan selalu berupaya proaktif memfasilitasi proses dan agenda pembangunan yang dapat memelihara nilai-nilai budaya daerah serta memberikan kesempatan ruang gerak yang lebih banyak untuk pembangunan yang berorientasi pada pengembangan budaya lokal/adat. Pemerintah daerah berupaya melindungi kelestarian budaya dan eksistensi lembaga-lembaga adat yang ada, memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi dan meningkatan Pemberdayaan Desa Pekramaan dan Subak/Subak Abian.
5. Mengintensifkan Pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan  pada tujuan misi pertama.

Dalam peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi, tidak dapat dipungkiri bahwa profesionalitas aparatur dan efektivitas kelembagaan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Fokus strategi ini adalah pada aparatur. Namun demikian, strategi ini juga menekankan perbaikan tata laksana, akuntabilitas, dan terbebasnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dari KKN.
B. Strategi dalam Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari Berbagai Ancaman (Misi 2) adalah sebagai berikut.

1. Mengendalikan Tingginya Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Sebaran Penduduk Antar Kabupaten/Kota
Pada dasarnya Strategi Mengendalikan Tingginya Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota merupakan upaya untuk mendukung seluruh capaian sasaran yang dilakukan pada tujuan dari misi pertama.

Masalah kependudukan akan menjadi sumber berbagai masalah yang sudah dan akan terjadi di Bali, antara lain: masalah infrastruktur, perumahan, alih fungsi lahan, tata ruang, sosial-budaya, kriminalitas, layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Pertumbuhan penduduk di Bali meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 1,26% dalam satu tahun pada periode 1990-2000 menjadi 2,15% pada periode 2000-2010. 
Selain itu, juga terjadi ketimpangan yang cukup tajam dalam hal  pertumbuhan penduduk antar kabupaten/ kota di Bali yaitu 4,62% di Kabupaten Badung dan 4,01% di Kota Denpasar, dan hanya sekitar 1,0-1,5% di kabupaten lainnya bahkan kurang dari 1% di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung. Bila laju pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota di Bali masih tetap sama dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2000-2010 maka perkiraan jumlah penduduk Bali pada tahun 2020 akan mencapai 4.727.270 jiwa, dimana penduduk Kota Denpasar akan melampaui jumlah 1 juta jiwa. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh karena tingginya arus migrasi masuk dari luar Bali dan tingginya perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan juga karena meningkatnya angka kelahiran. Dalam 10 tahun terakhir TFR (angka kelahiran total) di Bali mengalami peningkatan dari 2,10 menjadi 2,30, sedangkan TFR pada tahun 1997 pernah mencapai 1,89. 
Langkah strategi yang bersifat holistik sangat diperlukan dalam rangka menekan dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan penduduk di Bali, seperti; penerapan dan mengawasi tata ruang secara ketat, pengembangan sentra-sentra ekonomi dan infrastruktur pendukungnya di Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat, meningkatkan nilai tukar hasil pertanian dalam upaya untuk mengurangi arus urbanisasi, dan meningkatkan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (IUD, tubektomi dan vasektomi), menggerakan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program kependudukan dan KB, penataan pengendalian penduduk, peningkatan akses dan kualitas program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, memperkuat SDM operasional program kependudukan dan KB, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan pemberdayaaan program kependudukan dan KB.

2. Penataan Ruang, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan  pada tujuan misi kedua.

Strategi penataan ruang memiliki prioritas penting karena akan menjadi pedoman dalam implementasi program pembangunan pemanfaatan ruang dan program kewilayahan. Strategi ini mengedepankan pemetaan berbagai potensi pengembangan kawasan sehingga arah pembangunan daerah dapat ditentukan jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan sentra-sentra pengembangan wilayah.

Strategi ini juga mengedepankan pengendalian lingkungan hidup sebagai syarat pembangunan berkelanjutan. Bagaimana pengelolaan limbah dapat berjalan dengan baik di masyarakat sehingga kerusakan-kerusakan lingkungan di Bali dapat ditekan. Bali yang hijau dan bersih dapat diupayakan terwujud dalam setiap gerak pembangunan yang dilakukan. 

Strategi dalam pengelolaan bencana dilaksanakan dengan memberi prioritas pada Pengurangan Resiko Bencana dengan melaksanakan kegiatan secara menyeluruh baik pada saat Pra bencana, saat Bencana dan Pasca Bencana.
3. Menjaga Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan
Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan  pada tujuan misi kedua.

Sektor keamanan sangat berperan aktif dalam menjaga stabilitas daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dapat berlangsung dengan baik. Dalam strategi ini memfokuskan bagaimanana menjaga Bali tetap aman sehinggga pekembangan pariwisata berjalan dengan baik. 

C. Strategi dalam Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin (Misi 3) adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif

Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan  pada tujuan misi ketiga.

Pembangunan pariwisata yang sangat pesat di Bali, merupakan salah satu keberhasilan masyarakat Bali dalam mempertahankan sendi-sendi budaya lokal. Pemerintah daerah akan proaktif memfasilitasi proses dan agenda pembangunan yang dapat memelihara nilai-nilai budaya daerah, serta memberikan kesempatan ruang gerak yang lebih banyak untuk pembangunan yang berorientasi pada pengembangan budaya lokal dan ekonomi kreatif.

Ekonomi kerakyatan berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah (UKM), termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian. Keberhasilan Bali dalam meningkatkan ekspornya menjadi salah satu basis pengembangan strategi ini. 

Ekonomi kreatif atau ekonomi kerakyatan pada dasarnya mengedepankan kemandirian, dalam arti manufaktur hasil-hasil ekonomi hulu juga diupayakan dapat diselenggarakan agar nilai tambah produk lebih optimal. Untuk itu diperlukan kerja keras berbagai pihak, dan berbagai aspek secara holistik dan benar-benar mendapatkan penekanan pada alokasi anggaran yang memadai dari tahun ke tahun.
Dalam upaya untuk memicu agar ekonomi kerakyatan mendapat porsi yang memadai dalam pembangunan ekonomi daerah maka pengembangan kawasan/sentra-sentra ekonomi di pedesaan harus diprioritaskan. Komponen-komponen penggerak ekonomi lainnya perlu diperhatikan. Lembaga penjamin  keuangan seperti Jamkrida, dan lain-lain, perlu difasilitasi dan ditingkatkan kehadirannya. Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dan ekonomi kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada peningkatan nilai ekspor Bali.
2. Peningkatan Investasi, Pengembangan Industri Kecil, Koperasi dan UMKM
Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan  pada tujuan misi ketiga.

Pertumbuhan ekonomi di Bali sangat ditentukan oleh pertumbuhan industri kecil dan menengah. Industri ini umumnya bersifat industri rumah tangga, dan masih banyak mengalami kesulitan dalam permodalan. Dalam strategi ini lebih difokuskan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kualitas manajemen dan permodalan untuk mendorong tumbuhnya investasi di daerah.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan  pada tujuan misi ketiga.

Walaupun capaian angka kemiskinan di Bali sudah sangat jauh menurun, tetapi di masa yang akan datang jumlah penduduk miskin di Bali masih tetap ada. Langkah mendasar strategi ini adalah bagaimana penurunan penduduk miskin dapat terus ditingkatkan dan bagaimana tidak terjadi lagi penduduk miskin baru akibat kurangnya kesempatan bekerja atau karena hal lainnya.
4. Pengembangan Infrastruktur

Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan  pada tujuan misi ketiga.

Salah satu pijakan utama strategi ini adalah berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan ekonomi Bali yang masih belum merata, sehingga masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah utara, selatan, dan barat serta timur Bali.

Pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang baik diseluruh kawasan/wilayah Bali, diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan ekonomi terutama potensi-potensi yang ada di pelosok-pelosok pedesaan atau di pusat-pusat ekonomi kerakyatan yang ada di daerah di Provinsi Bali.

Infrastruktur merupakan motor penggerak (engine of economic growth) pertumbuhan ekonomi yang menjadi pendorong bagi kesejahteraan penduduk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar yang semakin meningkat, seiring dengan percepatan pertumbuhan penduduk. Perkembangan Kepariwisataan di Bali yang telah berkembang dengan demikian pesat dengan menjadikan Bali sebagai pusat bisnis, perdagangan dan kebudayaan haruslah diimbangi pula dengan penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang layak dan memadai, sehingga selain untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan infrastruktur juga dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Bali yang secara langsung telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali.
Hal ini sesuai dengan kebijakan pengembangan koridor ekonomi Bali–Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional dalam MP3EI, dimana dalam mendukung persepektif nasional, Provinsi Bali merupakan pintu gerbang kegiatan utama pariwisata di Indonesia, memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas (infrastruktur) untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi utama pariwisata. Bahwa pengembangan pusat perkotaan nasional dan wilayah diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada, dimana jaringan prasarana dan sarana dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional, sehingga pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk di kawasan perdesaan.

Sehingga disadari, saat ini, isu-isu penyediaan kebutuhan infrastruktur telah menjadi isu prioritas yang harus ditangani yang memerlukan sinergisitas dalam penyediaannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Secara khusus di sektor transportasi darat, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Bali perlu pula mengakomodir program-program dekade aksi keselamatan jalan tahun 2011-2020 sebagaiman diamanatkan oleh PBB dan dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020. Selain itu perlu pula mengakomodir program-program dalam rangka pencapaian SPM bidang perhubungan sebagaimana diamanatkan dalam PM 81 Tahun 2011.

5. Mempercepat Peningkatan Produksi Pertanian dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Daerah serta Meningkatkan Pendapatan Petani

Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan  pada tujuan misi ketiga.

Strategi ini mengupayakan langkah-langkah meningkatkan produksi pangan di daerah baik melalui peningkatan ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian dalam arti luas, sehingga dapat menekan alih fungsi lahan. Peningkatan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam memperkokoh ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan sdm Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan, teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.

Pemerintah daerah berupaya pula dalam meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas juga ramah lingkungan.  kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringanan pajak, subsidi pupuk, subsidi pakan ternak dan benit/bibit ternak, perlindungan/pengembangan buah lokal, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
Disamping itu strategi ini juga memfokuskan pada peningkatan hasil produksi perikanan laut/darat dengan berbagai langkah-langkah kebijakan yang akan diterapkan.
6.2.  Arah Kebijakan
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan bagaimana rumusan strategi terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan memperjelas pilihan strategi yang diwujudkan dalam bentuk  prioritas pelaksanaan dari waktu ke waktu. Mengingat bahwa pada dasarnya semua program adalah merupakan kesinambungan dari program-program RPJMD Bali Mandara jilid I (pertama), maka umumnya program yang ada dalam arah kebijakan ini meneruskan apa yang sudah dimulai pada RPJMD sebelumnya. 

Berdasarkan analisis kekuatan dan potensi yang ada serta memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka arah kebijakan yang diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.
1. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Meningkatkan Akses Pendidikan dan Mengimplementasikan Sistem Pendidikan Disesuaikan dengan Kebutuhan Pasar Kerja”.
1. Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.

2. Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar  utama, yakni: kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu (quality assurance).
3. Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2 dimensi dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan pada keharusan untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi dan jaringan kerjasama; sementara dimensi global menuntut agar segala aktivitas didasari oleh aspek kompetitif, kualitas dan jaringan kerjasama.

4. Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.
5. Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara kelestarian budaya yang adiluhung.

6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus (bea sisiwa) kepada penduduk yang kurang mampu.
7. Mengembangkan pendidikan berbasis kejuruan sesuai kebutuhan pasar.
8. Meminimalkan ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah antar kabupaten/kota.
9. Meningkatkan kualifikasi guru.
10. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
2. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Mengembangkan Upaya-upaya Preventif, Promotif, Kuratif yang Seimbang dan Berkesinambungan dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”. 

1. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidak mampuan dan rehabiltasi) penyakit-penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, demam dengue, TBC dan rabies.

2. Meningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 

3. Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu.
4. Meningkatkan tingkat konsumsi garam iodium.
5. Meningkatkan upaya pencarian (case finding) anak balita dengan gizi buruk dan gizi kurang.

6. Meningkatkan pengamatan (surveilans) terhadap emerging diseases seperti avian influenza, SARS, dan lain-lainnya.

7. Mengembangkan kesehatan wisata (travel health) dalam hal pencegahan penyakit pada wisatawan dan pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang sakit.

8. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidak mampuan dan rehabiltasi) penyakit-penyakit degeneratif.

9. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.

10. Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan.
11. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam kesehatan

12. Memantapkan pelaksaaan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) terutama dalam masa transisi dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

13. Meningkatkan ruang rawat inap kelas III di rumah sakit.

14. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Indera.
3. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi “Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan”.
1. Melaksanakan upaya-upaya advokasi agar perempuan Bali bisa mendapat hak warisan serta hak “saling tegen”.

2. Melaksanakan upaya-upaya advokasi untuk mengurangi stigma dan diskrimininasi pada perempuan Bali yang “kawin nyerod”.

3. Meningkatkan kualitas perempuan agar bisa bersaing di posisi atas dalam bidang pemerintahan dan politik (kursi DPR/DPRD). 

4. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha.

5. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak.
4. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi “Meningkatkan Peran Lembaga Adat dalam Mengembangkan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal”.
1. Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan, yang benar-benar mengabdikan dirinya pada kelestarian budaya.

2. Meningkatakan kuantitas maupun kualitas pelestarian nilai-nilai budaya dan apresiasi terhadap kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

4. Peningkatan pemberdayaan desa pekramaan dan subak/subak abian.
5. Meningkatkan peran desa pakraman dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.
6. Memberdayakan peran subak dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat subak.
7. Meningkatkan peran banjar dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.
8. Memberdayakan peran sekaa dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya.
9. Meningkatkan peran Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP), dan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat.
10. Memberdayakan Sekaa Teruna Teruni dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, kesenian dan kearifan lokal masyarakat.
5. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi “Mengintensifkan Pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik”.
1. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai pada tingkat provinsi melalui pendidikan, pelatihan, dan koordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasisi teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan.

3. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
4. Penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
6. Mengendalikan pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan.

6. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi “Mengendalikan Tingginya Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota”.
1. Menerapkan dan mengawasi tata ruang secara ketat.

2. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi dan infrastruktur pendukungnya di Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.

3. Meningkatkan nilai tukar hasil pertanian dalam upaya untuk mengurangi arus urbanisasi.

4. Meningkatkan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (IUD, tubektomi, vasektomi dan implant).

5. Peningkatan akses pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) muda yang memiliki 2 anak, PUS dari keluarga miskin, PUS di wilayah kumuh, PUS di wilayah padat penduduk pendatang.
6. Penguatan kapasitas kelembagaan dan program kependudukan dan KB di kabupaten/kota.
7. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Penataan Ruang, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana”.
1. Melindungi Bali sebagai pulau yang “unik” sebuah pulau yang memiliki kelengkapan ciri geografis, namun tidak memilki sumber daya alam bawah tanah yang memadai. 
2. Mengoptimalisasikan potensi, keselarasan tatanan kehidupan modern, pelestarian panorama, nuansa ruang dan lingkungan alam, mengkreasi Bali lama/lama dalam kekinian, mengembangkan sistem budaya yang berorientasi kepada tatanan lingkungan hidup.

3. Pembentukan Tim Pembina dan Pengendali Tata Ruang yang kompeten, proporsional dan profesional, yang mampu menyusun dan menetapkan regulasi-regulasi yang ramah lingkungan.

4. Menyelaraskan konsep program dengan instansi terkait (dalam tata ruang dan lingkungan hidup) menyangkut: pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kependudukan, bapedaldal, kehutanan, perkebunan, peternakan, pertanian, kelautan, ke-PU-an (pengairan, bina marga, cipta karya), pertambangan, dengan mengikutsertakan subak dan desa pekraman.

5. Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan sosialissasi peraturan /perda tata ruang dan peruntukan. Didukung dengan kesungguhan operasional pengendalian dan menindak pelanggaran tata ruang.

6. Mengamankan pelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai), daerah perlindungan jurang.

7. Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam berbagai aspeknya, pembangunan hutan kesejahteraan, hutan kota dan daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan, serta penanaman terumbu karang, budidaya kerang dan perikanan pantai, pengendalian pemanfaatan pantai dan laut.

8. Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan ruang, karena banyaknya kepentingan yang terkait, sehingga proporsi pemanfaatan ruang optimal dan kelestarian manfaat mantap berkelanjutan dalam keseimbangan dinamika perubahan.

9. Peningkatan pengelolaan limbah/sampah padat dan cair.

10. Peningkatan pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam serta pelestarian panorama alam.

11. Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

12. Mewujudkan Bali Bersih dan Hijau (Clean and Green).

13. Penegakan hukum lingkungan.
14. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
15. Penanggulangan bencana dengan prioritas pada pengurangan resiko bencana (PRB), peningkatan kapasitas respon, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan pemulihan pasca bencana.

8. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Menjaga Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan”.
1. Memujudkan kehidupan politik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip Clean Government dan Good Governance.

2. Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media massa dan partai politik.
3. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional.

4. Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir bathin.

5. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan DPRD, kepolisian, kejaksaan, TNI, lembaga tradisional, LSM dan masyarakat luas, dalam hal pembuatan, pelaksanaan tertib hukum, yang dapat meningkatkan citra dan wibawa pemerintah dan pengawasan produk-produk hukum agar benar-benar aspiratif. 

6. Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan dangan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum.

7. Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak hukum dan juga senantiasa melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukumnya.

8. Meningkatkan pemberian bantuan ataupun penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum dan keamanan, serta memberikan rangsangan kepada aparat yang berprestasi.

9. Menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang ras, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

10. Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak patologi sosial, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pekraman, banjar dan berbagai sekaa.

11. Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan Bali khususnya, sehingga tidak terjebak dan dimanfaatkan sebagai pilar-pilar untuk menyangga kepentingan politik aliran ataupun sektaran.  Sangatlah berbahaya apabila agama telah terjatuh sebagai pilar mobilitas kelompok dengan menghalalkan cara-cara yang anti demokrasi.

12. Mewujudkan penyelesaian kasus sosial dan adat di Bali secara damai.

13. Menciptakan keamanan yang kondusif dan kewaspadaan dini.
9. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Peningkatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif”.
1. Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan menjunjung kearifan lokal guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengembangkan “pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda (multiflier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal Bali.

3. Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola peningkatan kontribusi dunia pariwisata terhadap pelestarian budaya.

4. Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi rejuvenation atau penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis (decline) kegiatan  pariwisata.

5. Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri pariwisata Bali, yang didukung oleh bersinerginya berbagai komponen pariwisata.

6. Meningkatakan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana, pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai penyangga utamanya.

7. Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan, pelaku pariwisata yang benar-benar mengabdikan dirinya pada kelestarian pariwisata yang menjadi daya tarik wisatawan.

8. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata.

9. Pengembangan ekonomi kreatif.

10. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Peningkatan Investasi, Pengembangan Industri Kecil, Koperasi dan UMKM”.
1. Meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat Bali.
2. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu disain dan akses pasar dengan memanfaatakan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai.

3. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi.

4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil, serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat.

5. Penyederhanaan kebijakan dan aturan main berinvestasi, sehingga dapat menarik investor yang dibutuhkan.

6. Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
7. Peningkatan dan pemerataan iklim investasi.
8. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah.
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor.
10. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM.
11. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran”.
1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Bali secara profesional, proporsional dan berkelanjutan.

2. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.

3. Meningkatkan pengembangan pembangunan berbasis Desa Terpadu (Gerbangsadu).
4. Melakukan peningkatan pembangunan Rumah Layak Huni (Bedah Rumah).
5. Melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan penyandang masalah social.
6. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat seperti; mendorong Investasi PMA dan PMDN yang berbudaya local dan perizinan.

7. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih merata antar wilayah.

8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan , termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus kepada penduduk yang kurang mampu.

9. Meningkatkan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.

12. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Pengembangan Infrastruktur”.
1. Mewujudkan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air, pelayanan air minum dan sanitasi serta fungsi jaringan irigasi untuk mendukung derajat kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan prasarana dan sarana publik yang memadai, terutama pada wilayah Bali Utara, Barat dan Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali bagian Selatan, Tengah, Timur dan Utara.
3. Perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan alam secara berkelanjutan atau sustainable untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism.

4. Mewujudkan pengembangan jasa konstruksi.

5. Mewujudkan prasarana dan sarana transportasi yang handal dan terintegrasi, guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan antar wilayah dan  konektivitas wilayah.
6. Melakukan upaya-upaya penanganan kemacetan lalu lintas.

13. Arah Kebijakan dalam Melaksanakan Strategi ”Mempercepat Peningkatan Produksi Pertanian dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Daerah serta Meningkatkan Pendapatan Petani”.
1.  Peningkatan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam memperkokoh ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan SDM Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan, teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtera  dan berkeadilan.

3. Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringanan pajak, subsidi pupuk, subsidi pakan ternak, subsidi benih dan bibit ternak, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.

4. Meningkatkan  kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah terhadap hasil industri pertanian.

5. Peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri).
6. Peningkatan kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian.
7. Pengembangan dan pemantapan komoditas andalan/unggulan pertanian.
8. Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam arti luas.
9. Peningkatan pengelolaan sumber daya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan.
10. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh.
11. Penuntasan kasus penyakit asal hewan dan penyakit ternak.
12. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat Bali.

13. Meningkatakan kerja sama penelitian dan pengelolaan potensi laut, dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan seperti yang diuraikan di atas, disajikan pada Tabel 6.1.
Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

	VISI: 
Bali Mandara, Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera


	MISI I:
Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern


	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah kebijakan


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)



	Meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing,  kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa

	1.

2.

3.

4.

5.


	a. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan serta terlaksananya wajib belajar 12 tahun

b. Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan
c. Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

a. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan dan kesehatan

b. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan

a. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

a. Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam bidang politik

b. Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)


	1. Meningkatkan akses pendidikan dan mengimplementasikan sistem pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja

2. Mengembangkan upaya-upaya preventif, promotif, kuratif yang seimbang dan berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan 

4. Meningkatkan peran lembaga adat dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

5. Mengintensifkan pelaksanaan tata kelola kepemerintahan yang baik


	1.1. Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK

1.2. Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar  utama, yakni: kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu (quality assurance)
1.3. Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2 dimensi dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan pada keharusan untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi dan jaringan kerjasama; sementara dimensi global menuntut agar segala aktivitas didasari oleh aspek kompetitif, kualitas dan jaringan kerjasama

1.4. Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali

1.5. Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara kelestarian budaya yang adiluhung

1.6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus (beasiswa) kepada penduduk yang kurang mampu

1.7. Mengembangkan pendidikan berbasis kejuruan sesuai kebutuhan pasar
1.8. Meminimalkan ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah antar kabupaten/kota
1.9. Meningkatkan kualifikasi guru
1.10. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
2.1. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidak mampuan dan rehabiltasi) penyakit-penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, demam dengue, TBC dan rabies

2.2.   Meningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
2.3. Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu

2.4. Meningkatkan upaya pencarian (case finding) anak balita dengan gizi buruk dan gizi kurang

2.5. Meningkatkan pengamatan (surveilans) terhadap emerging diseases seperti avian influenza, SARS, dan lain-lainnya

2.6. Mengembangkan kesehatan wisata (travel health) dalam hal pencegahan penyakit pada wisatawan dan pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang sakit

2.7. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidakmampuan dan rehabiltasi) penyakit-penyakit degeneratif

2.8. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan

2.9. Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan
2.10. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam kesehatan

2.11. Memantapkan pelaksaaan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) terutama dalam masa transisi dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional

2.12. Meningkatkan ruang rawat inap kelas III di rumah sakit

3.1. Melaksanakan upaya-upaya advokasi agar perempuan Bali bisa mendapat hak warisan serta hak “saling tegen”

3.2. Melaksanakan upaya-upaya advokasi untuk mengurangi stigma dan diskrimininasi pada perempuan Bali yang “kawin nyerod”

3.3. Meningkatkan kualitas perempuan agar bisa bersaing di posisi atas dalam bidang pemerintahan dan politik (kursi DPR/DPRD)

3.4. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha

3.5. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak
4.1. Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan, yang benar-benar mengabdikan dirinya pada kelestarian budaya

4.2. Meningkatakan kuantitas maupun kualitas pelestarian nilai-nilai budaya dan apresiasi terhadap kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat

4.3. Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi

4.4. Peningkatan pemberdayaan desa pekramaan dan subak/subak abian
4.5. Meningkatkan peran desa pakraman dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat
4.6. Memberdayakan peran subak dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat subak
4.7. Meningkatkan peran banjar dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat
4.8. Memberdayakan peran sekaa dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya
4.9. Meningkatkan peran Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP), dan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan kearifan lokal masyarakat
4.10. Memberdayakan Sekaa Teruna Teruni dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, kesenian dan kearifan lokal masyarakat
5.1. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai pada tingkat provinsi melalui pendidikan, pelatihan, dan koordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

5.2. Mengupayakan sistem informasi manajemen pemerintahan yang berbasisi teknologi informasi / komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan

5.3. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
5.4. Penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik
5.5. Mewujudkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
5.6. Mengendalikan pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan


	Misi II:  Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari berbagai Ancaman


	Tujuan

	Sasaran
	Strategi
	Arah kebijakan

	(1)


	(2)
	(3)
	(4)

	Mewujudkan pengaturan tata ruang, meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, pengendalian dan pengaturan pertumbuhan serta persebaran penduduk, meningkatkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta mewujudkan sistem keamanan yang berstandar internasional
	1.

2.

3.
	a. Terwujudnya pengaturan tata ruang

b. Terkendalinya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan

a. Terpeliharanya sumber daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku

b. Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan serta pelestarian panorama alam Bali

a. Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional

b. Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali

c. Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama


	1. Mengendalikan tingginya pertumbuhan penduduk dan ketimpangan sebaran penduduk antar kabupaten/kota
2. Penataan ruang, pengendalian lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana

3. Menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan
	1.1 Menerapkan dan mengawasi tata ruang secara ketat

1.2 Mengembangkan sentra-sentra ekonomi dan infrastruktur pendukungnya di Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat

1.3 Meningkatkan nilai tukar hasil pertanian dalam upaya untuk mengurangi arus urbanisasi

1.4 Meningkatkan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (IUD, tubektomi dan vasektomi)

2.1. Melindungi Bali sebagai pulau yang “unik” sebuah pulau yang memiliki kelengkapan ciri geografis, namun tidak memilki sumber daya alam bawah tanah yang memadai

2.2. Mengoptimalisasikan potensi, keselarasan tatanan kehidupan modern, pelestarian panorama, nuansa ruang dan lingkungan alam, mengkreasi Bali lama/lama dalam kekinian, mengembangkan sistem budaya yang berorientasi kepada tatanan lingkungan hidup

2.3. Pembentukan Tim Pembina dan Pengendali Tata Ruang yang kompeten, proporsional dan profesional, yang mampu menyusun dan menetapkan regulasi-regulasi yang ramah lingkungan

2.4. Menyelaraskan konsep program dengan instansi terkait (dalam tata ruang dan lingkungan hidup) menyangkut: pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kependudukan, bapedaldal, kehutanan, perkebunan, peternakan, pertanian, kelautan, ke-PU-an (pengairan, bina marga, cipta karya), pertambangan, dengan mengikutsertakan subak dan desa pekraman

2.5. Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan sosialissasi peraturan /perda tata ruang dan peruntukan. Didukung dengan kesungguhan operasional pengendalian dan menindak pelanggaran tata ruang

2.6. Mengamankan pelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai), daerah perlindungan jurang

2.7. Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam berbagai aspeknya, pembangunan hutan kesejahteraan, hutan kota dan daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan, serta penanaman terumbu karang, budidaya kerang dan perikanan pantai, pengendalian pemanfaatan pantai dan laut

2.8. Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan ruang, karena banyaknya kepentingan yang terkait, sehingga proporsi pemanfaatan ruang optimal dan kelestarian manfaat mantap berkelanjutan dalam keseimbangan dinamika perubahan

2.9. Peningkatan pengelolaan limbah/sampah padat dan cair

2.10. Peningkatan pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam serta pelestarian panorama alam

2.11. Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi

2.12. Mewujudkan Bali Bersih dan Hijau (Clean and Green)

2.13. Penanggulangan bencana secara dini
3.1. Memujudkan kehidupan politik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip Clean Government dan Good Governance

3.2. Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media massa dan partai politik

3.3. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional

3.4. Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir bathin

3.5. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan DPRD, kepolisian, kejaksaan, TNI, lembaga tradisional, LSM dan masyarakat luas, dalam hal pembuatan, pelaksanaan tertib hukum, yang dapat meningkatkan citra dan wibawa pemerintah dan pengawasan produk-produk hukum agar benar-benar aspiratif

3.6. Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan dangan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum

3.7. Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak hukum dan juga senantiasa melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukumnya

3.8. Meningkatkan pemberian bantuan ataupun penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum dan keamanan, serta memberikan rangsangan kepada aparat yang berprestasi

3.9. Menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang ras, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila

3.10. Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak patologi sosial, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pekraman, banjar dan berbagai sekaa

3.11. Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan Bali khususnya, sehingga tidak terjebak dan dimanfaatkan sebagai pilar-pilar untuk menyangga kepentingan politik aliran ataupun sektarian. Sangatlah berbahaya apabila Agama telah terjatuh sebagai pilar mobilitas kelompok dengan menghalalkan cara-cara yang anti demokrasi
3.12. Mewujudkan penyelesaian kasus sosial dan adat di Bali secara damai

3.13. Menciptakan keamanan yang kondusif dan kewaspadaan dini



	MISI III:  Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin


	Tujuan

	Sasaran
	Strategi
	Arah kebijakan

	(1)


	(2)
	(3)
	(4)

	Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumahtangga, serta industri pengolahan hasil (pertanian, kelautan dan perikanan), pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata yang saling mendukung, serta pengembangan prasarana dan sarana publik

	1.

2.

3.

4.

5.
	a. Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan

b. Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata

a. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh

b. Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi

c. Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah

d. Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi

a. Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial

a. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

a. Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali

b. Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian

c. Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian

d. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan

e. Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, komsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat
	1. Peningkatan pengembangan pariwisata budaya dan ekonomi kreatif

2. Peningkatan investasi, pengembangan industri kecil, koperasi dan UMKM

3. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran

4. Pengembangan infrastruktur yang merata antar wilayah
5. Mempercepat peningkatan produksi pertanian dalam memantapkan ketahanan pangan daerah serta meningkatkan pendapatan petani

	1.1    Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan guna   memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
1.2. Mengembangkan “pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda (multiflier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal Bali

1.3. Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola peningkatan kontribusi dunia pariwisata terhadap pelestarian budaya

1.4. Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi rejuvenation atau penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis (decline) kegiatan  pariwisata

1.5. Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri pariwisata Bali, yang didukung oleh bersinerginya berbagai komponen pariwisata

1.6. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana, pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai penyangga utamanya

1.7. Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan, pelaku pariwisata yang benar-benar mengabdikan dirinya pada kelestarian budaya yang menjadi daya tarik wisatawan

1.8. Meningkatakan kuantitas maupun kualitas pelestarian nilai-nilai budaya dan apresiasi terhadap kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat

1.9. Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi

1.10. Peningkatan pemberdayaan desa pekramaan dan subak/subak abian

1.11. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata

1.12. Pengembangan ekonomi kreatif
2.1 Meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat Bali.
2.2. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu disain dan akses pasar dengan memanfaatakan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai
2.3. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi

2.4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil, serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat

2.5. Penyederhanaan kebijakan dan aturan main berinvestasi, sehingga dapat menarik investor yang dibutuhkan

2.6. Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)
2.7. Peningkatan dan pemerataan iklim investasi
2.8. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah

2.9. Peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor
2.10. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
3.1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Bali secara profesional, proporsional dan berkelanjutan

3.2. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota  agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran

3.3. Meningkatkan pengembangan pembangunan berbasis desa terpadu (Gerbangsadu)

3.4. Melakukan peningkatan pembangunan rumah layak huni (Bedah Rumah)

3.5. Melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan penyandang masalah sosial

3.6. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat seperti; mendorong Investasi PMA dan PMDN yang berbudaya lokal dan perizinan

3.7. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih merata antar wilayah

3.8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus kepada penduduk yang kurang mampu

3.9. Meningkatkan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS

4.1. Mewujudkan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air, pelayanan air minum dan sanitasi serta fungsi jaringan irigasi untuk mendukung derajat kesejahteraan masyarakat
4.2. Pengembangan prasarana dan sarana publik yang memadai, terutama pada wilayah Bali Utara, Barat dan Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali bagian selatan, tengah, timur dan utara

4.3. Perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan alam secara berkelanjutan atau sustainable untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism

4.4. Mewujudkan pengembangan jasa konstruksi
4.5. Mewujudkan prasarana dan sarana transportasi yang handal dan terintegrasi, guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan antar wilayah dan  konektivitas wilayah.

4.6. Melakukan upaya-upaya penanganan kemacetan lalu lintas
5.1. Peningkatan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam memperkokoh ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan sdm Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan, teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya

5.2. Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtera  dan berkeadilan

5.3. Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti : keringanan pajak, subsidi pupuk, subsidi pakan ternak dan benit/bibit ternak, perlindungan/pengembangan buah lokal, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata

5.4. Meningkatkan  kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah terhadap hasil industri pertanian

5.5. Peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri)
5.6. Peningkatan kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian

5.7. Pengembangan dan pemantapan komoditas andalan/unggulan pertanian

5.8. Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam arti luas

5.9. Peningkatan pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan
5.10. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh

5.11. Penuntasan kasus penyakit asal hewan dan penyakit ternak

5.12. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat bali

5.13. Meningkatakan kerja sama penelitian dan pengelolaan potensi laut, dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
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